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ABSTRAK

Perjanjian pemborongan atau disebut dengan outsourching adalah
suatu perjanjian dimana pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain,
yaitu pihak yangsmemborongkan dengan.menerima harga yang telah
ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti memiliki masalah pokok yang
akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan kontrak pembangunan
perumahan Ngaso Mandiri Residen antara developer pt. Cahaya meranti
internasional dengan kontraktor (di- Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu,
serta membahas mengenai kendala yang terjadi.dalam kontrak begitupun
mengenai penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang
dilaksanakan:

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan kontrak pembangunan antara kontraktor dengan PT. Cahaya
Meranti Internasional, bagaimana kendala yang terjadi dalam kontrak
pembangunan, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi kontrak
pembangunan antara kontraktor dan PT. Cahaya Merani Internasioanal.

Jenis ‘penelitian yang digunakakn dalam  penelitian ini adalah
metode observasi, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke
lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang telah dibutuhkan terkait
dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian penulisn bahwa dalam pelaksanaa Perjanjian
Kontrak Pembangunan Perumahan “Ngaso Mandiri Residen” masi
terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kontrak maupun
pembangunannya, bahkan dalam prakteknya ternyata perjanjian tersebut
berjalan dengan' tidak baik karena didalamnya terjadi wanprestasi atau
ingkar janji. Dan“juga terdapat kendala pada perjanjian pembiayaan
pembangunan yang sampai saat ini tidak: diselesaikan dikarenakan
berbagai alasan

Kata kunci : Perjanjian, pemborongan, perumahan.

viii
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ABSTRACT

Outsourcing is aggrement when first party or contractor bind
parties for some corporation for another party.its mean the party who
bought it by receiving a predertermined price. In this research, researcher
have a main problem that will be discussed about implementation of
housing development contracts «“ Ngaso Mandiri Residence’between
contractor and. developer PT. Cahaya Meranti Internasional with
contractors in Ujung Batu, kab. Kampar, Rokan Hulu. And discuss abaout
problame that occur in the_contract. And find out the solution for the main
problem and if non performance of contract.

Formulation of the problem in this research  is how the
impelementation heppent of contract, how constraint in contract, and how
problem solution if non performance of contract .occurs between
contractors and developers.

The type of research used in this research is the method of
observation its means the research is used by survey or visiting directly to
rhe location for collected data about research.

The result from this research is how implementation of housing
development contracts “ Ngaso Mandiri Residence’between contractor
and developer PT. Cahaya Meranti Internasional with contractors in Ujung
Batu, kab. Kampar, Rokan Hulu because in this problem still have
obstacles in implementation, especially on payment.in practice it turns out
that agreement did not work well because of the wanprestasi or broken
promises.

Keyword : agreement, chartering/contactor, housing area
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BAB |

PENDAHULUA

ukan segala

eh sebab itu

mencipt

lingkunga

untuk member rasa aman, de entram, dan nyaman, tidak hanya
sebagai tempat kebutuhan dasar melainkan sudah menjadi life style
(gaya hidup) , dan menunjukan karakteristik atau jati diri , serta sarana
privat yang di butuhkan masyrakat global. (Sutama, 2004)

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia (basic need),

terpenuhinya kebutuhan rumah dpat meningkatkan kesejahteraan

keluarga dan masyarakat, sehingga terciptanya lingkungan yang

XViii
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rukun.Media perumahan merupakan sarana bagi manusia untuk
melakukan berbagai aktivitas kehidupan, serta menjadi perlindungan
utama terhadap gangguan external. (Hamzah, 1990)

Di tinjaurdari kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal sebagai
kebutuhan dasar manusia yang akhir akhir ini meningkat , sehingga
pembangunan pemukiman-maupun perumahan menjadi upayah dalam
meningkatkan kesejahteraan dan mutu lingkungan .

Dalam pembangunan perumahan dikaitkan denegan beberapa
pihak baik dari pemerintah maupun dari swasta, baik dari jasa penyedia
rumah seperti kontraktor, dan juga pengguna jasa (developer).

Dalam pembangunan perumahan yang di sediakan oleh jasa
pembangunan rumah seperti developer yang terus bertambah dengan
harga terjangkau, pemukiman yang layak,, sehat, aman, dan serasi ,
juga menjadi proyek investasi bagi para developer atau jasa penyedia
rumabh.

Sektor jasa kontruksi juga merupakan ornament penting dalam
menyedia pembangunan nasional karena sebagai zona bertemunya
penyedia jasa dengan pengguna jasa, juga sebagai instrument penting
sebagai pengontrol kualitas pelayanan kontruksi. Dalam hal ini jasa
kontruksi melakukan pekerjaan dengan mengunakan system
pemborongan , sehingga kontraktor di sebut sebagai rekanan kerja.
Dalam sector ini swasta di berikan kesempatan berusaha dalam usaha

pemborongan yang di bedakan dengan:(Nurwidijanto, 2007)
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1. perjanjian pemborongan yang pekerjaannya diberikan oleh
pemerintah dalam halnya di tuang ke dalam Keputusan Presiden
Nomor 80 tahun 2003.

2. perjanjian pemborongan yang dating dari swasta

Dalam pekerjaan pemborongan yang di lakukan oleh jasa
kontruksi (kontraktor) di perlukan suatu:perjanjian kontra yang mengikat
para pihak baik developer maupun kontraktor, sebagai mana di atur
dalam KUHPer buku ke-3. Terbentuknya perbuatan hukum yaitu sebuah
kontrak perjanjian antara kontraktor dan developer terkait dalam
pembangunan perumahan yaitu perjanjian pemborongan.

Perjanjian pemborongan terletak pada Kitab Undang Undang
Hukum Perdata ( KUHPer) dari pasal 1601, 1601b, 1604 sampai pasal
1616. Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian'yang mana pihak
kontraktor (aanmener) mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan
yang di beri dari pihak lainnya yang memborongkan (aanbesteder) atau
pemberi tugas dengan menyetujui suatu harga yang telah disepakati.

perjanjian pemborong bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu
tertulis dan tidak tertulis, biasanya menyangkut biaya-biaya besar
,dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Menurut Nazarkhan(Yasin, 2006) dalam bukunya mengenai
kontrak kontruksi di Indonesia sebelum undang-undang jasa kontruksi
Nomor 18 Tahun 1999, pengaturan hak dan kewajiban belum memiliki

peraturan perundang-undangan yang baku didalamnya baik untuk
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mengatur para pelaku industry, jasa kontruksi atau kontraktor ,

penyusunan kontrak tertuju pada ketentuan Hukum Perdata tentang

perikatan yang dimuat dalam buku ke-tiga KUHPerdata.

pemborc , ja as Iz anjian konsesuil (timbal
balik) da janjia ep:s mbulkan akibat
hukum.

Dala janj sas yaitu asas

kebebasan ebeb trak di analisis melalui

mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak memberikan
kemerdekaan untuk :
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,

2. Perjanjian dapat dilakukan dengan siapapun,

w

Menetapkan isi perjanjian, Implementasi dan persyaratan, dan

4. Menentukan bentuk perjanjian, berupa tertulis dan/atau lisan.
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(Salim H.S., 2003)

Ketentuan lainnya juga di ikuti asas itikad baik, asas
konsesualisme, dan asas pacta sunt servanda.

Pada dasarnya sebuah perjanjian-atau kontrak merupakan hasil
kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjadi pristiwa konkret
yang mengakibatkan para-pihak untuk memenuhi yang telah di janjikan.

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya melahirkan perikatan,
sehingga ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti
yang sudah di janjikan atau yang bias kita sebut dengan Wanprestasi
(default/ non fulfillment), yang berarti suatu prestasi atau kewajiban
dari salah satu pihak tidak di lakukan , sehingga pihak lainnya tidak
mendapatkan haknya, yang jelas menimbulkan kerugian.

Prinsip kejujuran~yang menjadi syarat dalam kespakatan, pihak
yang mempunyai niat tidak baik menyadari bagaimana implikasi dari
perjanjian yang. tidak terpenuhi. Terkadang kontrak/ perjanjian di
bungkus untuk melakukan niat penipuan. (Dr. Yahman, 2014)

Alasan penulis mengambil judul.ini di latarbelakangi karena masi
banyaknya terjadi masalah dalam perjanjian pemborongan atau
pembangunan, dalam hal ini perjanjian yang guna sebagai pengatudan
dalam mencapai kesepakatan, para pihak yang terkait yaitu adanya
pihak yang mengerjakan (pemborong) , dan pihak yang memborong
pekerjaan di sebut pengguna barang/jasa (owner/developer).

Tapi dalam faktanya masi banyak terjadinya kasus wanprestasi
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dalam perjanjian pemborongan antara penyedia dan pengguna jasa ,
misalnya dalam hal pengguna jasa tidak membayar penyedia jasa

sesuai dengan kontrak/ perjanjian yang terlah di sepakati, SPK yang

ng terhindar
an  maupun
sama antara
lama, apabila

klaim antara

hal ini pihak pemborong di tugaskan untuk membuat 20 unit perumahan
, namun terus di lakukannya addendum yang semakin lama
menimbulkan hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Pada kasus ini wanprestasi terjadi ketika PT.CMI (Cahaya Meranti
Internasional) tidak dapat membayarkan harga kepada pihak

pemborong sesuai dengan addendum dalam perjanjian kerjasama.
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Dalam hal ini PT.CMI mengklaim bahwasannya pembangunan

perumahan tipe 36 sebanyak 18 unit yang tertera pada addendum

terakhir belum selesai.

emberi kerja

Y perumahan

2. Bagaimana kendala yang terjadi dalam kontrak pembangunan
tersebut?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi kontrak pembangunan antara

kontraktor dan PT. Cahaya Meranti Internasional?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Edit dengan WPS Office



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

. Tujuan penulisan

Tujuan penelitian ini secara umum, melihat radian dari latar

belakang, sehingga yang di kaji dadlam penelitian ini ialah :

dari sengketa

o
o

a sebagai bahan

an lebih dalam

hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi sesuai Hukum
Perdata

1) Bagipenulis , penulis bisa mengetahui prosedur dari

perlindungan hukum bagi para penyedia jasa kontruksi, dan

dapat membantu penulis dalam bersikap dan berfikir dalak

praktiknya, serta sebagai penyelesaian Tugas Akhir
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2) Bagi masyarakat ,Untuk memberikan informasi dan

pengetahuan, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana

bentuk  kepastian  hukum  terhadapat kasus-kasus

sesuai ditetapkan undang-undang,sehingga diakui oleh hukum
(Muhammad, 1982). Seperti yang tercantum didalam pasal 1338
KUHPerdata yan menyebutkan

“ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi pihak yang membuatnya dan perjanjian itu tidak ditarik kembali,

kecuali sepakat antara kedua pihak”
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Syarat-syarat perjanjian yang dituanglan di dalam pasal 1320
KUHperdata , menentukan empat syarat sah sebuah

perjanjian,diantaranya :

perjan;j

a. Sys ) sy. 1 )/ ke as3a Kontrak, asas ini

bebas untuk

perjanjian mengkhendaki yang menyimpang dari Undang-undang

c. Bersifat konsensualisme, asas ini memiliki makna apabila suatu
perjanjian lahir sejak detil terwujudnya kesepakatan antara
pihak.(Tarmizi, 2016)

d. Asas pacta Sunt Servanda, asas ini bernama pactum , tidak

diperlukan sumpah untuk tercapainya kesepakatan dan tindakan

10
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formal lainnya. Sedangkan nudus pactum hanya sepakat saja.
e. Asas itikad baik, asas ini disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (3)

yaitu “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad

sampai dengan

y, 2014, p. 77)

3. Tukar menukar
4. Persekutuan
5. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan
6. Hibah

7. Perkumpulan

8. Pinjam-meminjam

11
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9. Pemberian kuasa
10. Perdamaian

Pembatalan perjanjian terjadi manakalah syarat syarat sahnya

yang Halal

am perjanjian

menjadi tia

didalam

pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borong
atau kontrak.(Djiumaildj, 1996)

Perjanjian pemborong bersifat bebas (vormvij) artinya perjanjian
pemorongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, ada dua macam

perjanjian pemborongan yaitu :

1. Hanya melakukan pekerjaan.

12
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2. Perjanjian pemborongan yang pemborongnya selain

melakukan pekerjaan, juga menyediakan bahan-bahan

(materialnya)(Badrulzaman, 2015)
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berlaku bagi

T o t_.d
e
<>

juga dalam hal biaya perkara akan di tentukan di awal oleh para pihak.
Pada perjanjian pemborongan dimungkinakan pemnghentian
perjanjian sepihak, hal ini di atur pasal 1611 KUHPerdata yang dimana
perjanjian pemborongan dapat dibatalkan oleh pihak pemberi kerja
dengan konsekuensi mengganti rugi atas biaya yang telah di keluarkan

oleh pemborong yang dilakukan dengan konsekuensi mengganti rugi

13
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kepada pemberi kerja, berakhirnya perjanjian pemborongan terjadi

apabila :

1. Berakhirnya perjanjian pemborongan dapat terjadi ketika pekerjaan
telah diselesaikan oleh.pemborong

2. Perjanjian pemborongan dapat berakhir ketika pemborong
meninggal dunia. Pihak ipemberi kerja wajib merikan pembayaran
prestasi atas pekerjaan yang telah di selesaikan oleh pemborong
asalkan pekerjaan tersebut dapat bermanfaat bagi pemberi kerja

Sebuah perjanjian menimbulkan perikatan, sehingga timbulkan
akibat hukum , akibat hukum merupakan hak dan kewajiban secara
timbal balik, antara para pihak. Hukum kontrak atau contract of
law,merupakan instrumen hukum yang mengatur jenis perjanjian dan
aspek tertentu pasar. (Friedman, 2001)

Hukum perikatan (verbintenis) diatur dalam Buku Il KUHPerdata,
defenisi perikatan itu sendiri adalah hubungan hukum antara dua pihak
sehingga timbulnya hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan
menurut Hofman, “perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara
sejumlah subjek hukum yang menyebabkan seorang atau beberpa
orang darinya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara
tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian”.
(Yuliawan, 2015)

Sumber hukum perikatan adalah kontrak (van verbinrenissen die

uit contract of overeenkomst) ,suatu perikatan unggul dari kontrak,

14
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sehingga berakhir maupun hapusnya perikatan merefleksibel dengan

kontrak. Sehubung dalam hal itu, pada pasal 1381 KUHPerdata memuat

ketentuan berakhir atau hapusnya perikatan dikarenakan terjadinya

perikatan murni terdapat juga jenis perikatan lain diantaranya : (J.Satrio,

2001, p. 149)

1. Perikatan bersyarat, Kata bersyarat didalam perikatan memiliki nilai
apabila perikatan bergantung pada pristiwa yang akan datang dan
belum tentu akan terjadi, perikatan bersyarat dibedakan menjadi

dua yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan syarat batal.

15
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2. Perikatan dengan ketetapan waktu, Pada perikatan ini dituntut

apabila waktu yang ditentukan tiba, namun bila telah dibayarkan

sebelum waktu yang ditentukan tidak dapat diminta kembali.

lalai dalam

perikatan, barulaj mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dibuatnya , hanya dapat diberikan atau dibuarnya,
hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya”

Singkatnya wanprestasi memiliki arti kelalaian, kealpaan, cidera

16
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janji, tidak menepati kewajiban dalam kontrak, (default, nonfulfillment,
breach of contract). Menurut Ahmadi Miru (Miru, p. 74) wanprestasi

dapat berupa perbuatan :

2. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa:
a. Mengundur waktu pembayaran / terlambat dalam
pembayaran
b. Tidak membayar
c. Terlambat menyerahkan sarana pelaksaan pekerjaan

Umumnya wanprestasi memiliki akibat, dalam hal ini deitur tidak

17
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memenuhi kewajibannya atautidak memenehui semana mestinya, dan

adanya unsure yang salah.

Tuntutan ganti rugi, kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti

procedure. (mengikat dan tidak mengikat para pihak).

Apabila dihubungkan dalam pelaksanaan suatu perjanjian
terlebihnya perjanjian pemborongan yang berkembang dan menjadi
kebiasaan dalam masyarakat. Dengan demikian perjanjian
pemborongan juga termasuk system hukum perjanjian yang berpatokan

pada asas-asas hukum dalam pembentukan dan pelaksanaannya.

18
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KUHPerdata, yang menyebutkan

Landasan Hukum dari perikatan tertuang dalam pasal 1233

“ tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik

karena perjanjian, baik karena undang —ungang”, Menurut R. Subekti,

dengan Penelitian penulis

No. Nama niversitas Judul penelitian
1 Ariansyah, S.H Universitas Pelaksanaan
Diponogoro Perjanjian Jasa
Semarang Pemborongan
Pekerjaan

Peningkatan Jalan
Dan Jembatan
antara PT. APU

STIANTS dengan

Edit dengan WPS Office
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Dinas Pemukiman
Dan Praserana
Wilayah Kabupaten
Kalimantan Selatan

2 14 Universitas Pelaksanaan

daf

o

PT.
IKENCNA
APERSADA

-
&)
&
e
Py

Dari tak wa skripsi yang
diajukan oleh @. kripsi diatas. Pada
skripsi Pelaksanaan Kontrak

Pembangunan Perumahan Viandiri Residen antara Developer
PT. Cahaya Meranti Internasional denga kontraktor di Ujung Batu,
Kabupaten Rokan Hulu, selain itu perbedaan dalam penelitian ini

terletak pada isi dan permasalah yang terjadi.

F.KONSEP OPRASIONAL

Konsep oprasional adalah kerangka yang dijadikan penulis untuk

membrikan batasan pengertian pada judul yang telah diteliti agar tidak

20
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terjadinya multitafsir atau salah tafsir suatu paham , bertujuan untuk
memudahan dan memahami sebagai makna yang ada didalamnya,

maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai beriku :

ana pihak yang

berkewajiban

k memborong

badan hukum,

Pemborong ( rekanan, aanamar, contractor) didefenisikan pihak
yang diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dmenggunakan
dokumen-dokumen perencanan yang disiapkan dalam rekanan kerja
dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan menerima imbalan
pembayaran sesuai jumlah yang di tetapkan, tugas pemborong ialah :

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan ini

21
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perjanjian pemborongan

b. Menyerahkan pekerjaan

Perjanjian pemborongan adalah bentuk persetujuan antara para

Akad Rumah adalah perjanjian kreditur antara debitur dengan
pihak pemberi pinjaman dalam hal ini bank, yang didalamnya kedua
belah pihak akan menandatangani surat yang berisikan hak serta
kewajiban.

Menurut soeroso, Akibat Hukum didefenisikan sebagai hasil dari

suatu tindakan yang dilakukan guna mendapatkan suatu akibat yang

22
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dikehendaki oleh pelaku yang yang diatur oleh hukum, yang secara
sengaja menimbulkan hak dan kewajiban.

Penyelesaian sengketa didefenisikan sebagai suatu penyelesaian

adalah

pat tinggal

insip adalah

suatu Jiseb gkan suatu
pemeriksaa ara_teliti, dilakukan s, hati-hati, serta
dikupas 3 ._ :‘. om ‘: , A mperbanyak dan

Perumahan Ngaso Mandiri Residen antara Developer PT. Cahaya
Meranti Internasional dengan kontraktor di Ujung Batu, Kabupaten
Rokan Hulu, maka jenis penelitian yang penulis pilih disini adalah
penelitian golongan observasi (observational research) / sosiologis

yaitu penelitian dilakukan dengan langsung turun untuk meninjau

kejadian di lapangan.
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2. Lokasi penelitian
Tempat  dilakukan  penelitian  untuk  memecahkan

permasalahan yang ada di penelitian yaitu di jalan garuda sakti ,

TS0 bbb Ty

N

-
®
5
/)
<
Q
-]
(@]
Q
.
Q
5

No. Keterangan
1 | Bapak Zefri ( Kontre Sensus
2 PT. Cahaya Meranti 1 Sensus
Internasional
( Developer)
Jumlah 2 100%
4. Data sekunder
24
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a. Bahan hukum primer
Merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini yaitu

berupan wawancara penelitian, observasi lapangan, Kitab

ang-undang lainnya

pa hasil dari

] berupa Tanya

Analisis data merupakan bentuk teknik untuk memeriksa,
membersikhan, mengubah, dan membuat modelan data yang bertujuan
menciptakan informasi yang bermanfaat sehingga menjadi petunjuk
bagi penelitian untuk mengambil kesimpulan dari petanyaan dalam
penelitian

Penulis mengumpulkan data lalu menggolongkam berdasarkan

25
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jenis data kemudian data tersebut diolah , analisis yang penulis

lakukan pertama kali adaldah dengan analisis normatif , karena dalam

pembuatan penelitian hukum berawal dari peraturan-peraturan, dan

berdas:

disimp

yag lebi

Peruma

Edit dengan WPS Office
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BAB I
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian
1. . Pengertian Kontrak Pada Umumnya

Hukum kontrak merupakan bentuk aturan yang berhubungan
langsung dengan pelaksanaan: perjanjian. Pendapat ini dikajin dari
dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat para pihak. Hukum kontrak
menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal , “kontrak itu sebuah
mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan yang
timbul dalam persetujuan perubahan masa depan dengan kinerja
pelayanan-dan pembayaran dengan uang”

Kontrak sebagaimana didefenisikan pada pasal 1313 KUHPerdata
dengan istilah perjanjian adalah suatu tindakan dimana para pihaknya
saling mengikatkan diri. Defenisi pengikatan sesuai penjelasan ialah
terjadinya akibat hukum lahir dari kata sepakat, yang mana harus
dipenuhi oleh setiap pihak yang melaksanakannya. (Admiral, 2018)

Pengertian lainnya'-mengenai hukum kontrak menurut ensiklopedia
ialah “rangkaian kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan
dan ikatan antara warga hukum”

Menurut Salim H.S,S.H,M.H memberikan pengertian hukum
kontrak sebagai kesulurah kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum. (H.S., HUKUM KONTRAK Teori dan teknilk
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penyusunan Kontrak, 2003, p. 4).

Tentunya dalam sebuah kontrak tidak lepas dengan adanya suatu

perjanjian. Perjanjian ialah suatu pristiwa dimana seseorang berjaniji

. Memiliki prestasi atas kewajiban yang dilakukan,
5. Adanya bentuk tertentu,
6. Memiliki syarat-syarat tertentu.
Adapun syarat-syarat dalam perjanjian menurut pasal 1320
KUHPerdata memiliki empat syarat dalam perjanjian, yaitu :

1. Sepakat

28
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2. Cakap

3. Adanya suatu hal tertentu(canbepaald onderwer)

4. Suatu sebab yang halal(justa causa)

2nai subjek

terpenubhi
2.Asas — Asas Perjanjian

Asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun setiap hukum
dapat di pahami apabila mengeri mengenai asas-asas hukum yang
terkandung didalamya. Berikut asas-asas hukum perlu dalam

pembuatan perjanjian yang perlu diketahui oleh para pihak diantaranya :

29
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a. Asas konsensualisme
Konsensualisme atau dalam bahasa latinnya “consensus”,

yang memiliki‘arti sepakat.(Sinaga, 2005, p. 15). Asas Konsensualisme
ada dalam perjanjian ketika kata sepakat tercapai antara para pihak.
Dalam artian ketika _tercapainya ' ata. sepakat mengenai pokok
perjanjian maka sudah menjadi perjanjian yang sah dan mempunyai
akibat hukum. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata asas Konsesualisme dapat diketahui dari kata “dibuat
secara sah’, sedangkan sahnya suatu perjanjian diperlukan empat
syarat, yang terdapat dalam rumusan pasal 1320 KUHPerdata

Asas ini adalah asas dimana dalam melakukan suatu perjanjian
harus ada kata sekapat namun umumnya tidak perlu-dilakukan dengan
forma, cukup dengan kesepakatan dua pihak (H.S., HUKUM KONTRAK
Teori dan' teknilk penyusunan Kontrak, 2003, p. 10). Asas
konsensualisme lahir dari hukum Romawi dan Hukum Jerman, pada
hukum Jerman lebih" dengan”dengan Perjanjian riil. perjanjian riil
merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan secara nyata (kontan
dalam hukum adat). Sedangkan perjanjian formal sama halnya dengan
perjanjian tertulis ( baik berupa akta autentik maupun akta dibawah
tangan).

Dalam hukum Romawi terdapat istilah contractus verbis literis dan

contractus innominat yang berarti perjanjian terjadi jika terpenuhinya

30
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bentuk yang telah ditetapkan.
b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur pada ketentuan pasal 1338 ayat

mencakup
membuat

m perjanjian

ang terpenting
an Indonesia

kut(Sjandeini,

d) Kebebasan untuk menetukan objek perjanjian.

e) Menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan.

f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
Undang- Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional)

kesimpulannya asas Kebebasan berkontrak memiliki sifat yang

Universal, dalam arti, prinsip kebebasan berkontrak juga diterapkan di
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Negara lain, sama seperti yang diterapkan di Indonesia.
Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus memiliki

batasan agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas tersebut tidak

asas kebebasan

servanda berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati (the
agreement must be keep). Setiap perjanjian menjadi hukum yang
mengikat para pihak yang membuat perjanjian, asas ini dapat
disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi
“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Bahkan asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena
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termaktub dalam konvensi Wina (Vienna convention on the laws of
Treaties) tanggal 23 Mei 1969 pasal 26 yang menyatakan bahwa “every

treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed

haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam
pembuatan perjanjian adalah kejujuran. orang yang menaruh
kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan
tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk dikemudia hari dpat
menimbulkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari.(Subekti, 1992, p. 17)

Asas Itikad baik mempunyai dua pengertian :

33

Edit dengan WPS Office



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

1. ltikad baik Nisbidalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik
yang terletak dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum materi,

kebaikan ini dapat dijelaskan dengan kejujuran.(Subekti R., 1990,

perjanjian bukan dalam “pembuatannya”
e. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340

KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “ Pada umumnya seseorang

tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya

sendiri.” Inti ketentuan ini ialah seseorang yang mengadakan pejanjian
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hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata
menyatakan: “ Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”
berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berlaku bagi mereka
yang membuatnya, Namun ketentuan itu terdapat pengecualian,
sebagaimana yang dimaksdut dalam pasal 1317 KUHPerdata yang
menyatakan :

“ Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu
janji .guna kepentingan seseorang pihak ke tiga, apabila suatu
penetapan janj, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau
suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat suatu
janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu
seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga
tersebut telah menyatakan hendak mempergunakan”

Perbedaan antara pasal 1317 dan 1318 adalah perjanjian pihak
ketiga di atur kedalam 1317 sedangkan 1318 mengatur mengenai
kepentingan dirinya sendiri, orang-orang yang memperoleh hak dari
padanya serta kepentinganahlijwaris.

Pada pasal 1317 KUHPerda mengatur tentang pengecualian
sedangkan pasal 1318 KUHPerdata mengatur mengenai ruang
lingkupnya yang luas.

3. Unsur dalam Perjanjian

Terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian diantaranya

a. Unsur essensialia, adalah bagian inti dari suatu perjanjianyang
bersifat mutlak sebab bila unsure ini tidak terpenuhi maka perjajian
terebut tidak memiliki syarat.

b. Unsur naturalia, merupakan unsur dimana undang-undang dipakai

35
Edit dengan WPS Office



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
c. Unsur accedentalia, merupakan unsur pelengkap dalam suatu

perjanjian, hang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur.

inilah yang menjadi momentum dilaksanakannya somasi.
b. Wanprestasi

Terdapat dua macam subject hukum dalam setiap pekerjaan yang
memiliki timbal balik, yang masing-masing subjek hukum tersebut

mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik dalam

melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tentunya pada
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setiap perjanjia tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya sebuah
perjanjian dikarenakan diantara para pihak ada yang tidak

melaksanakan tanggung jawabnya menurut ketetapan dalam perjanjian
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prestasi yang buruk, melakukan pelanggaran mengenai hak kontraktual
sehinggal menimbulkan ganti rugi. Wanprestasi dalam pasal 1236
KUHPerdata dan 1239 KUHPerdata yaitu mengenai prestasi
memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu.

Terdapat 3 (tiga) bentuk ingkar janji yang dapa kita lihat di

praktiknya, diantaranya adalah :
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a. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali

b. Terlambat memenuhi prestasinya

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

menjalankan

melaksanakan

% aka tidak perlu lagi
doktrin exception no ‘ ] > tus , adalah doktrin yang
mengajarkan jika pihak mampu dalam melaksanakan
kewajibannya, maka pihak lain juga tidak melakukan kewajibannya juga.

Dalam common law, apabila wanprestasi terjadi (breach of
contacht), kreditur mampu menuntut debitur agar membayar kerugian

(damages), dan bukan memenuhi prestasi (performance). Disamping

adanya /egal remedy (ganti rugi), ada equitable remedy (pemenuhan
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prestasi)
Tidak setiap breach of contracht (wanprestasi) menimbulkan hak

membubarkan perjajian karena terbatas pada pelanggaran (breach)

anprestasi dari

N

u perbuatan

i yang timbul

Wt

dari wa

-
(D
©
D
.
Q
=]
=
Q
=]

tidak r i janji-janji dal: ] ' A purut hukum, jika
pihak lain dalan j nde sebagai akibatnya, Dai
dapat berta ] jawa : Ug 3 dituntut oleh

kreditur kepac adala [ (H.S., HUKUM
a. i : dengan penggantian biaya

b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246
KUHPerdata), ini di tujukan kepada bunga-bunga

Biaya adalah sejumlah uang, termasuk biaya yang harus ditanggung

secara jelas oleh pihak yang dirugikan, yang merupakan akibat dari

wanprestasi. Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah keadaan

dimana nilai kekayaan kreditur telah turun (berkurang) karena
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wanprestasi debitur. Pada saat yang sama, "bunga’ mengacu pada
manfaat yang seharusnya tidak diterima kreditur karena tindakan
wanprestasi.

Tidak hanya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bahkan
kerugian itu sendiri juga dapat muncul dari perbuatan melawan hukum,
Perbuatan melawan hukum /\diatur .dalam pasal 1365 dan 1366
KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketetapan
mengenai perbuatan melawan hukum “ tiap perbuatan melawan hukum,
yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitakan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut ““Ketentuan lainnya dalam pasal 1366 KUHPerdata adalah
“ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatannya, tetapi, juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya”.(R, 2008, p. 306)
e. Keadaan Memaksa (overmacht)

Istilah overmacht diambil dari bahasa  Belanda yang artinya
keadaan memaksa. Istilah lainnya“adalah force majeure diangka dari
bahasa inggris y. “ Keadaan memaksa merupakan suatu pristiwa
ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur,
sehingga menyebabkan adanya kejadian yang berada diluar
kekuasaanya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-
lain.(HS, 2003, p. 183)

Lazimnya overmacht merupakan alasan yang digunakan oleh
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debitur guna membela diri dari tuntutan wanprestasi oleh kreditur.
KUHPerdata yang mengatur mengenai overmacht (keadaan memaksa)

terletak pada buku Il pasal 1244 jo pasal 1245. Ketentuan pasal ini

spngganti biaya,

a tidak atau

b. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
c. Keadaan memaksa.
Menurut undag-undang ada tiga elemen yang harus dipenuhi untuk
keadaan memaksa yaitu (Badrulzaman, 1993, p. 35):

a. Tidak memenubhi prestasi

b. Adanya sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
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c. Faktor penybeb tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat

dipertanggungjawablan kepada debitur.

Terdapat tiga akibat dari keadaan memaksa:

dda saat yang

annya, kecuali

ksa absolute

ialah : “ pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak
lain ( si pemberi tugas ) untuk mnghasilkan pekerjaan tertentu dengan
harga tertentu” kemudian diatur lebih lanjut kedalam pasal 1604-1616
KUHPerdata, namun dalam ketentuan tersebut hanya sedikit memuat
hak-hak para pihak. (Sofwan, 1982, p. 52)

Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (aanneming van werk)
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merupakan perjanjian, yang mana pihak yang satu sanggup untuk
memenuhi keperluan pihak lainya, dengan adanya upah pada setiap
pekerjaan yang diakukan. (Subekti, 1987, p. 174)

Dari pengertian diatas.dapat diketahui bahwa tidaklah penting bagi
pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yg memborong
mengerjakan pekerjaannya, karena yang diinginkan adalah bentuk dari
hasil = pekerjaan ~ tersebut dalam keadaan baik™ (mutu dan
kwalitas/kwantitas) dalam jangka wakiu yang telah  ditentukan di
dalam perjanjian.

Perjanjian pemborongan bangunan mampu dilakukan secara
tertutup, yaitu antara pemberi tugas (developer). dan kontraktor,
maupun terbuka yaitu dengan melalui pelelangan umum atau tander.
Berbeda dengan pemorongan milik pemerintah dimana harus diadakan
pelelangan. Kontrak kerja bangunan dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

1. Konraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-

bahannya disediakan oleh pemberi tugas.

2. Melakukan pekerjaan dan menyediankan persediaan bahan.

Bahan-bahan yang musnah atau rusak sebelum penyerahan
merupakan tanggung jawab dari kontraktor, kontraktor tidak dapat
menuntut apapun mauoun harga yang sesusai diperjanjiakan, kecuali
musnah karna kecacatan yang terdapat pada bahan yang disediakan
oleh pemberi tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1606

dan 1607 KUHPerdata
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Terdapat berbagai macam bentuk perjanjian melakukan pekerjaan,
salah satunya perjanjian pemborongan pekerjaan. Merupakan
perjanjian saling mengikatkan diri untuk menyelenggarakan sebuah
proyek pekerjaan yang mana kemudian akan menerima upah sesuai
yang sudah ditentukan. (Subekti R. , Aneka Perjanjian, 1985, p. 57)

Perjanjian pemborongan' bersifat, konsensuil yang berarti tkbul
karena adanya kata sepakat, kata sepakat merupakan pengikat antara
dua pihak sehingga perjanjian tersebut tidak bisa batal apabila hanya
dari satu pihak. Perjanjian pemborongan berbentuk perjanjian yang
bebas (vormvrij) yaitu perjanjian pemborongan dapat dilakukan lisan
maupun tulisan.

Perjanjian pemborongan bangunan pada asasnya dibuat dalam
bentuk tertulis, karena, selain berguna bagi kepentingan pembuktian
juga dengan pengertan bahwa perjanjian pembangunan tergolong
dalam perjanjian yang mengandung resiko bahaya yang menyangkut
keselamatan umum dan tertib bangunan. Sehingga lazim perjanjian
pembangunan dibuat dalam bentuk perjanjian standar.

Sebelum terbentuknya peraturan standar untuk bangunan yang
baru di Indonesia, masi berlaku peraturan standar yang lama yang
tercantum dalam syarat-syarat umum untuk pelaksanaan
pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ( Algemene voorwaarden
voor de uitvoering bij anneming van openbare werkwen in Indonesia )

di singkat AV tahun 1941.
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Ketetapan dalam KUHPerdata menyangut pada perjanjian untuk
melaksanakan suatu pekerjaan, khususnya tentang pemborongan

bangunan itu hanya memuat beberapa pihak dalam pemorongan, maka

banyak hal @ n_ pemborongan lalu

\“\!“‘ .Qa‘ dalam AV
z

Terdapat 4 (empat) metode dalam menentukan harga perjanjian,

sebagai berikut :

a. Perjanjian pemborongan dengan harga pasti (fixec price ), bak
mengenai harga kontrak maupun harga satuan

b. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum,

dimana harga pemborongan secara keseluruhan.
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c. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan

(unit price)

d. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya

misalny

pekerja

menyediakan ’ﬁ ‘
mengakibatkan pembebasa Si wanprestasi yang berlainan

antara keduanya.

7. Isi perjanjian Pemborongan Pembangunan.
Umumnya isi dalam perjanjian pemborongan dibahas secara
terperinci mengenai hal-hal berikut :

1. Luas pekerjaan yang akan dilakukan serta membuat rincian
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tentang pekerjaan serta menentukan syarat-syarat pekerjaan

beserta gambar (bestek) lengkap dengan rincian bahan material

serta alat dan tenaga kerja.

pokok-pokok isi
pelaksanaan

APBN (K ﬁ ) D) tentang per 1 pekerjaan sebagai

Jangka waktu penyelesaian,

e. Sanksi dalam hal rekanan ternyata tidak memenuhi
kewajibannya,

f. Status hukum,

g. Hak dan Kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian

bersangkutan.
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B. Tinjauan Umum tentang Subjek dalam Kontrak pembangunan

perumahan “Ngaso Mandiri Residence”

1. Pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan

unsur-unsur
kemajuan

bidang yang

instansi bahkan pemerintah mauoun swasta, lazimnya pemberi
tugas mempunyai prakarsa dalam memborongkan bangunan
sesuai dengan yang tertulis pada kontrak.

2. kontraktor

kontraktor atau pemborong bertugas untuk melakukan

pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek, biasanya
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kontraktor pemborogan ada yang dalam bentuk perorangan, badan

hukum, maupun swasta.(Djumialdji, 1995, p. 8)

Pemilihan pelaksana pembangunan dilakukan oleh pember

direksi juga member petunjuk , memeriksa bahan dan waktu
pembangunan juga memberikan penilaian opname.

Fungsi dari direksi lainnya adalah fase pelaksanaan
pekerjaan. Direksi bertindak mengawasi pelaksanaan pekerjaan
pemborongan. Selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi

tugas secara tertulis dalam perjanjian maka direksi masi memiliki
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kewenangan  mewakili selama bersangkutan didalam hal-hal

tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang menangani.
2. Pengaturan pembangunan perumahan tipe 36

Menurut Undang-Undang Nomor 1. Fahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman. Pengertian rumah adalah bangunan yang layak huni,
menghidupi keluarga, mencerminkan harkat dan martabat penghuninya,
serta harta kekayaan pemiliknya, sedangkan rumah mandiri adalah
rumah. Dibangun atas prakarsa dan usaha masyarakat.

Masyarakat baiknya hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan
serasi serta tinggal di perumahan yang layak dan terjangkau. Oleh
karena itu, sebagai kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah adalah
milik setiap keluarga, terutama masyarakat yang tinggal didaerah
padat penduduk di perkotaan.(Harjono, 2016)

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 mengatur
bahwa setiap orang berhak atau berhak untuk bertempat tinggal di
rumah. Hak untuk tinggal di rumah dapat berupa properti, sewa, atau
non-sewa. Sebagai kebutuhan ‘pokek.yang paling penting, kebutuhan
akan tempat tinggal dapat dibedakan sebagai berikut (Prasetyono,
2013, p. 160) :

a) Berdasarkan kepercayaan

b) Berdasarkan pekerjaan

c) Berdasarkan jumlah anggota keluarga dan keamaanan

d) Kebutuhan rumah berdasarkan tingkat ekonomi
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Pengertian perumahan adalah kumpulan perumahan yang
merupakan bagian dari pemukiman perkotaan dan perdesaan, dengan

fasilitas dan pasar utilitas umum karena upaya untuk mencapai

i.dari suatu
empunyai

Ir. Djoko

umahan dan
sekelompok

mahan atau

Perumahan memiliki beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu
kebutuhan ruang, kebutuhan kesehatan, dan kenyamanan bangunan.
Menurut Keputusan Menteri No. 403/KPTS/M2002 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah Sehat Sederhana, Rumah Sehat memiliki
kebutuhan pokok minimal, yaitu:

a. Langit-langit tidak bocor dan tidak rawan kecelakaan
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b. Lantai yang kering dan mudah dibersihkan

c. Penyediaan air bersih yang cukup

d. Pembuangan air kotor yang baik dan memenuhi persyaratan

sepanjang menggunakan bahan yang sudah memiliki standar.
3. Bank BTN

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah badan Usaha Milik Negara
Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang
jasa keuangan pebankan, kegiatan oprasional PT. Bank Tabungan

Negara yang telah di lakukan saat ini salah satunya adalah KPR dan
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perbankan consumer dan perumahan dan perbankan komersil
Dalam BTN kredit Pemilikan Rumah yang disingkat KPR

didefenisikan sebagai kredit yang diberikan pihak Bank kepada Debitur

Keterangan

Direktur utama sekaligus owner dalam perusahan PT.Cahaya
Meranti Internasional di pegang oleh bapak Dedi Mizwar, yang menjabat
menjadi direktur keuangan merupakan istri dari direktur utama yaitu ibu
Dewi Rosalin.

Direktur produksi dipegang oleh bapak Yogi Febrinal, direktur produksi

bekerja untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas -tugas
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dibawah direktur produksi. Dibawah direktur produksi ada general
manager yang di pegang bapak Isep Rudi irawan, dibawahnya lagi

terdapat Manager Produksi yang pegang oleh bapak Beni syafrizal

dengan program sejuta rumah, Dengan uang muka ringan dengan
angsuran 25 ribu perhari dengan suku bunga 5% sampai dengan 20

tahun.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Perumahan Ngaso Mandiri
Residen antara Developer PT. Cahaya Meranti Internasional dengan

kontraktor di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu
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Sedikit mengulas mengenai profil PT. Cahaya Meranti Internasional
(CMI). PT.CMI merupakan Perusahaan yang bekerja di bidang

developer property dan berpengalaman dalam pembangunan nasional

ditentukan untuk tiap unit rumah.(Badrulzaman, 2015)

Pada Prinsipnya antara Developer dan Kontraktor adalah Mitra
Kerja dimana dalam hal ini Developer dan Kontraktor mempuyai
kewajiban untuk membangun dan menyelesaikan rumah yang semula

20 unit tipe 36 sesuai Kontrak.

Pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan yaitu pekerjaan
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pembangunan perumahan yang terletak di perumahan “Ngaso Mandiri
Residence”, merupakan pembangunan rumah dengan unit rumah type
36 sebanyak 20 unitmilik PT.Cahaya Meranti Internasional yang
merupakan _pihak pengembang ( developer ) dengan pihak kedua
Bapak Zefri selaku pemborong pembangunan (kontraktor). Diatur
dalam perjanjian Nomor, = 1032/KPUR-NMR/CMI/2017 tertanggal 30
November 2017. Yang kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat
Printah Kerja (SPK) agar segera melaksanakan pekerjaaan
pembangunan unit rumah sebanyak 20 unit sebagaimana ketentuan
kontrak point 1.
1. Tahap Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan
Berikut penulis akan menguraikan tahapan dan bentuk pelaksanaan
perjanjian ‘pemborongan antara PT. Cahaya Meranti Internasional
dengan Bapak Zefri (kontraktor) dalam pembangunan “Ngaso Mandiri
Residence”” dengan perjanjian  No. 032/KPUR-NMR/CMI/2017
tertanggal 30 november 2017 para pihak yang menandatangani adalah :
1. Tuan Beni Sabrizal, selaku ‘manager produksi bertindak untuk
atas nama PT. Cahaya Meranti Internasional, yang selanjutnya
disebut sebagai Pihak Pertama
2. Tuan Zefri bertempat tinggal di jalan pala RT/RW 001/015 Desa
Air Jamban, Mandau, Bengkalis, yang selanjutnya disebut
sebagai Pihak Kedua.

Dalam pelaksanaan kontrak ada syarat-syarat khusus yang harus
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dipenuhi, yaitu :

1. Syarat umum, memuat ketetapan-ketetapan pokok yang berisikan :

a. Judul Kontrak

Menurut Ir. Sugeng Haryonoo dalam perjanjian ini terdiri dua
pihak yaitu :

a) Menjelaskan mengenai kedudukan

b) Menjelaskan mengenai identitas para pihak

Diantaranya para pihak tersebut yaitu pihak pertama direksi
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produksi dan pihak kedua merupakan pemborong pelaksana.

f. Pernyataan/ isi kontrak

a) Berisikan persetujuan para pihak ahwa telah sepakat/

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan,
kontroversi, tuntutan atau perbedaaan yang mungkin timbul
antara para pihak dalam perjanjian sehingga dapat ditempuh
dengan mufakat. Dan akan dilanjutkan melalui jalur hukum

apabila dianggap perlu.

h. Penandatanganan kontrak
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Penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah ada

keputusan penerapan pemborongan.

2. Syarat-syarat khusus kontrak

tambahan dan

<

5

) R

O

pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, yaitu :
1. Penguasaan materi perjanjian meliputi objek yang disepakati
dan syarat atau ketentuan,
2. Interprestasi klausal perjanjian,
3. Peraturan perundang-undangan yang terkait,

4. Penyelesaian sengketa.
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Untuk pelaksanaan perjanjian permborongan bangunan perumahan
“Ngaso Mandiri Residence” segala sesuau yang tidak atau tidak cukup
diatur dalam kontrak ini akan diputuskan oleh pihak-pihak dengan jalan
musyawarah« mufakat...Yang kemudian dituang dalam bentuk
Addendum yang ditandatangani bersama oleh kedua pihak serta
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak.

Seperti yang ‘terjadi pada pelaksanaan kontrak® pembanguan
pemborongan yang penulis angkat Tertangggal 22 januari 2018 pihak
PT.CMI melakukan penegecekan, menghitung progres pekerjaan ,
ternyata kontraktor hanya mengerjakan 10 unit rumah’, faktanya dalam
pelaksanaan pekerjaan pembangunan perumahan ini terdapat kendala
dalam pemasukan bahan bangunan ke wilayah pembangunan
perumahan, yaitu jalan_yang buruk sehingga menyulitkan kendaraan
pengangkut bahan bangunan untuk masuk, menurut pak Zefri kendala
ini menyebabkan pembagunan perumahan jadi terhambat.

Pada tanggal 09 april 2018 perjanjian.pembangunan perumahan
milik PT. Cahaya Meranti_Internasional dan bapak Zefri melakukan
Addendum, di mana dalam addendum tersebut terdapat beberapa
ketentuan yang di ubah, yaitu sebagai berikut :

Unit rumah yang semula diperjanjikan sebanyak 20 unit dengan harga
Rp.1.100.000.000,- berubah menjadi 18 unit dengan harga Rp.
990.000.000,-sesuai dengan surat Nomor 13/KPUR-NMR/CMI/2018.

Dalam menindak lanjutkan addendum PT.CMI menerbitkan surat No.
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14/SPK-NMR/CMI/2018 sebagai surat perintah kerja perubahan.

Untuk pengecekan pelaksanaan pekerjaan si pemborong, PT.

Cahaya Meranti Internasioanl menerjunkan langsung oleh pengawas

n yaitu :
dengan utuh
yang diterima

sesuai jadwal

sudah sesuai dengan yang sudah diperjanjikan atau tidak.
c) Memperoleh laporan bulanan mengenai hasil kemajuan
pekerjaan.
Kewajiban pihak pemberi kerja (owner) dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

a. Kewajiban utama adalah membayar sesuai dengan maksud

kontraktual kontraktor ketika kontraktor menyelesaikan
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pekerjaannya.

b. Kewajiban tambahan yaitu :

2. Pihak Pemborong
Pihak Pemborong memiliki 2 hak yang terbagi menjadi :

a. Hak utama pihak pemborong ialah menerima sejumlah uang

sebesar yang ditetapkan didalam kontrak.
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b. Hak tambahan terdiri dari:

a) Berhak menerima uang muka sesuai dengan yang sudah

pekerjaan,

kontraktor

D
>
L
Q
o
N
—~
o
c
Q
~

ataNaAl

At

(

berlaku di a, termasuk ketentuan tentang

hubungan dan keselamatan kerja.

b) wajib melaksanakan sendiri, tidak boleh menyerakannya

kepada pihak ketiga

c) Mengadakan tindakan preventif supaya pelaksaan

pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang benar dan
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tidak berbahaya.

d) Melakukan pemeliharaan pekerjaan selama 30 hari

Kontraktor

semenjak terjadinya penyerahan

ertama dilakukan.

Membangun

Menjual

unai
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Keterangan :

PT. Cahaya Meranti Internasional merupakan developer yang
melakukan hubungan kerja dengan kontraktor (pemborong) yang
didasarkan perjanjian pemborongan bangunan dan penunjukan
langsung untuk suatu proyek pembangunan perumahan. Setelah
selesai pembangunan ‘proyek perumahan’tersebut maka PT.Cahaya
Meranti Internasional akan melakukan kerjasama dengan mitra
penyandang dana seperti BTN ( Bank Tabungan Negara ) yang memiliki

pelayanan pemberian KPR ( Kredit Pemilikan Rumah)

. Bentuk kendala dalam Kontrak Pembangunan Perumahan Ngaso
Mandiri Residen antara Developer PT. Cahaya Meranti Internasional

dengan kontraktor di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu

Perjanjian pemborongan memiliki kepastian atau power hukum
yang mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam artian
pemberi tugas dan pemborong harus menaati klausa-klausa yang ada
dalam perjanjian pemborongan. “Apabila pemberi kerja maupun
kontraktor wanprestasi dalam melaksanakan, maka sebagai akibat dari
wanprestasi tersebut pihak yang melakukan wanprestasi dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian

pemborongan.

Dasar pembangunan sebuah proyek dalam perjanjian

pemborongan tentu tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang telah
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direncakan. Banyak hal yang bisa mempengaruhi seperti kehendak

manusia maupun diluar kehendak manusia, sehinga menyebabkan

kendala ataupun terhambatnya pembangunan.

dapat
ek kontruksi
yang telah di
Pelaksanaan
rangan dalam

aktu dan biaya

1. Keterlambatan yang tidak di maafkan (Non Excusable Delays),
merupakan keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan

kelalaian, atau kesalahan kontraktor.

2. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (excuasable Delays) |,

yang dapat ditelusuri kembali ke suatu peristiwa yang tidak
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berdampak pada pemilik maupun kontraktor. Dalam hal ini ganti

rugi berupa masa tenggang.

yang layak mendapatkan ganti rugi

ambatan  yang
7 Blok P.24 38,44%
8 Blok P.25 47,39%
9 Blok Q.15 26,98%
10 Blok Q.25 26,99%
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Keterangan :

Pada tabel diatas merupakan progress pelaksanaan pembangunan

Permintaan perubahan kontrakpun dilakukan oleh kedua belah
pihak yaitu tertanggal 09 April 2018, kedua pihak mengaddendum
kontrak dari pekerjaan yang sebelumnya 20 Unit berubah menjadi 18
Unit sesuai dengan surat nomor : 13/KPUR-NMR/CMI/2018. Untuk
menindak lanjuti addendum sehingga diterbitkannya surat perintah

kerja perubahan No. 001/ZEF.23.04/BA-STP/2018.
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Tabel 111.2

Hasil Pemeriksaan 19 April 2018

Type/Luas Progress
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¢
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4 / 100%
o A - o
5 p - y J 7 100%
o :
6 100%
v’ g
7 P2 -~ 100%
L/ &
8 ‘ 100%
9 100%
10 100%
11 Q-03 36/108 100%
12 Q-04 36/108 100%
13 Q-11 36/108 100%
14 Q-15 36/108 100%
15 Q-22 36/108 100%
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16

Q-23 36/108 100%

17

Q-24 36/108 100%

18

bahwasannya
100% yang

PT. Cahaya

adalah jika salah satu pihak dalam erjanjian tidak memenuhi prestasi
karena kesalahanyya ( kesengajaan atau kelalaian).

Pada dasarnya terjadinya wanprestasi karena kelalaian para pihak
maupun kesengajaan para pihak dalam hal ini kontraktor didalam
pelaksanaan pelerjaanya yang menyimpang, namun dalam penulisan

kali ini penulis ingin menyampaikan bahwa wanprestasi tidak hanya
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dilakukan oleh kontraktor namun juga dapat dilakukan oleh pihak
pemberi kerja (owner/Developer).
Sebagaimana kasus yang penulis kaji mengenai pembangunan

eranti Internasional

Y,
on

¥

sCO S N BV

N
e
=
s C

c. 5% (retensi)
Namun sampai semua pembangunan telah dilaksanakan janji yang
diberikan pihak pemberi kerja sampe saat ini tidak terpenuhi , seperti
yang tertulis pada surat keluhan subcon yang telah di sampaikan
bapak Zefri disebutkan bahwa subcon dari PT.CMI sampai yang

pembayaran di janji-janji kan tidak ada kepastian. Berdasarkan surat
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perintah kerja No.

NMR/CMI/2017.

032/KPUR-NMR/CMI/2017,

no. 003/SPK-

Begitupun juga telah dijelaskan pada subcon bahwasan bapak Zefri

Rincian status Rumah

No. | Blok yang akan di Blok sudah LPA Blok yang sudah
LPA segera belum akad LPA dan akad
1 P-21 P-04 P-18
2 P-22 P-20
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3 Q-03 P-24

4 Q-04 P-25

v
V=i

¢

A

AT\ | “'l‘\‘l\\ N d
..- 4

£

“‘I
e

disimpulkan seharusnya pihak PT.CMI harus sudah mulai melakukan
pembayaran terhadap kontraktor.

Pada tanggal 7 juni 2018 dalam surat kesepaktan bersama no.
018/NMR-CMI/06.2018, Sampai tertanggal 11 juni 2018 pihak PT.CMI

hanya membayar seharga 1 unit rumah dengan harga 95% dari nilai

kontrak Rp. 52.250.000,-
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Dan pada tanggal 15 agustus 2018 akan membayar 95% dari 9 unit
rumah, begitu juga pada tanggal 15 september 2018 membayar 95%
dari 8 unit rumah.

Namun tidak satupunyang sudah di-bayar oleh pihak PT.CMI, pihak
kontraktor kemudian menagih kembali hak yang seharusnya mereka
dapatkan. Keterlambatan-pembayaran, dapat diartikan sebgai tidak
terpenuhinya target rencana jangka waktu pembayaran dengan kondisi
actual pembayaran. Dapat dikatakan terlambatnya jangka waktu
pembayran sesuai dengan aturan pembayran dalam kontrak yang telah
disepakati, = keterlambatan pembayaran _suatu  proyek dapat
menyebabkan cash flow perusahaan menjadi negative.

Pada tanggal 20 agustus 2018 pihak PT.CMI mengeluarkan Surat
Pemberitahuan Pembayaran No. 026/SP-NMR/CMI/08.2018, yanag
menyatakan “bahwa kondisi keuangan yang mengalami kesulitan
sehinggal dilakukan pembayaran secara bertahap, dengan sanksi yang
telah dimintah oleh bapak Zefri agar membayar setiap keterlambatan
pembayaran sebanyak Rp.1000.000;- /hari.

Sampai saat ini tidak ada satupun niat baik dari pihak pemneri kerja
untuk membayar semua tanggung jawab mereka, bahkan dari pihak
pusat menyangkal bahwa pembanguan perumahan tersebut tidak
selesai, faktanya sampai saat ini perumahan tersebut semuanya sudah
di tempati. Dari kejadian ini pihak kontraktor mengalami kerugian yang

sangat besar dri 18 unit pihak pemberi kerja hanya membayar 1 (satu)
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unit rumah seharga Rp 52.250.000,- sedangkan harga yang seharusnya
di bayarkan Rp.990.000.000,- sesuai dengan isi kontrak yang telah di
sepakati.

Disini bisa dilihat pihak. pemberi kerja telah melakukan wanprestasi
dengan tidak membayarkan kewajibannya sehingga membuat pihak
lain ‘'mengalami kerugian-yang besar, bahkan memenuhi tiga dari
bentuk ingkar janji

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan
diketahui dan dikehendaki. Oleh sebab itu terjadinya kesengajaa tidak
perlu lagi dilihat apakah yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian
pada orang lain atau tidak, tindakan yang diketahui oleh pelaku dan
mengetahui dampak dari tindakannya dan tetap di lakukan merupakan
bagian dari kesengajaan. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah
perbuatan, dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan
terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Tidak mudah untuk menentukan unsur kelalaian atau kelalaian, dan
hal itu perlu dibuktikan, karena seringkali tidak mungkin menjanjikan
secara pasti kapan suatu pihak dituntut untuk melakukan suatu
prestasi.

Cara termudah untuk menentukan apakah seseorang wanprestasi
adalah dengan menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk tidak
mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan tindakan

tertentu. Jika orang tersebut melakukan hal tersebut, berarti ia telah

76
Edit dengan WPS Office



melanggar perjanjian, dapat dikatakan telah melanggar perjanjian
wanprestasi.

Untuk mencegah debitur menunda pelaksanaan kewajiban
pelaksanaannya, undang-undang mengatur bahwa. jika debitur tidak
memperhatikan batas waktu, maka debitur akan memberitahukan
waktu pelaksanaan kewajiban terakhir kepada debitur.

Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat gagal
melaksanakan kontrak berhak mengajukan gugatan dalam upaya
menegakkan kontrak/perjanjian. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1267
BW:

“ Pihakyang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih;
memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu
masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian

dengan penggantian biaya, kerugian:dan bunga”

C. Bentuk penyelesaian wanprestasiKontrak Pembangunan Perumahan
Ngaso Mandiri Residen antara Developer PT. Cahaya Meranti
Internasional denga kontraktor di Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu
Dalam pelaksanaan perjanjian permborongan akan mungkin
terdapat melakukan perbuatan yang merugikan salah satu pihak, atau
melakukan wanprestasi. Perselihian yang timbul dalam pelaksanaan
perjanjian pemborongan akan diusahakan dengan metode
musyawarabh.

Upayah penyelesaian perselisihan yang dilakukan antara
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pemborong (kontraktor) dengan pemberi tugas PT.Cahaya Meranti
Internasional dilakukan sebagai berikut :

1. Penyelesaian secara kekeluargaan.

adi suatu

bouweer

a. Supaya pekerjaan tetap dibayarkan

b. Supaya perjanjian diputuskan

c. Ganti kerugian

d. Pembiayaan selanjutnya karena pekerjaan dilanjutkan oleh pihak
ketiga

Begitu juga dengan pihak pemberi pekerjaan pemborongan
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bangunan, memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi juga yaitu

dengan tanggungjawab utamanya melakukan pembayaran sesuai

dengan nilai kontrak.

sengketa yang dilaksanakan langsung di pengadilan oleh para pihak
yang menghasilan putusan yang mengikat. Penyelesaian Sengketa
oleh Sarternati Dispute Resolution (ADR) adalah badan penyelesaian
perselisihan atau perselisihan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi
atau alternatif penyelesaian perselisihan dengan pendapat abhli,

prosedur yang disepakati antara para pihak (Pasal 1 ayat 10) UU No. 30
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dari 1999)

Meskipun penyelesaian dengan musyawarah digunakan masi
terdapat satu kemungkinan yang sukar untuk diwujudkan dalam
tercapainya musyawarah/mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut
adalah umunya menganggap hal-hal sepele oleh salah satu pihak,
namun hal-hal yang dianggap ‘sepele ,oleh salah satu pihak malah
dianggap hal yang sanagat materil pada salah satu pihak. Seperti yang
terjadi pada kontraktor rekanan PT.CMI dalam kasus ini pihak pemberi
kerja terus saja menunda pembayaran sehingga menimbulkan
kerugian materil yang besar kepada pihak kontrakor.

Penundaan pembayaran ini menghasilkan penyelesaian memalui
jalur apapun sudah tidak mempan lagi digunakan agar pihak pemberi
kerja segera membayar kewajibannya, maka penyelesaian terakhir
yang harus dilakukan adalah melalui jalur Litigasi.

Penyelesaian  melalui jalur Litigasi menurut putusan No.
30/Pdt.G/2020/PN Pbr antara PT. Cahaya meranti Internasional dalam
hal ini sebagai penggugat dengan Bapak Zefri sebagai tergugat hakim
memberi pertimbangan bahwa dalam putusan tersebut :

Menimbang, bahwa majelis Hakim sudah mengupayahkan
Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, berdasarkan perma no 1
tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada tanggal 29 April 2020 dimana
hasil dari upaya dari mediasi tersebut adalah tidak berhasil atau gagal.

Bahwasannya dalam konveksi pengadilan menerima eksepsi dari
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tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvgnkelije Verklaaren) . Bahwasannya dalam provisi pengadilan

menolak provisi dari penggugat.

DE dilan menyatakan

Gy , W
ggu ‘ ‘ E!M\!“ .Q@ gatan dari
~

BAB IV

PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari keseluruhan uraian yang ada dalam bab sebelumnya

pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisa data-data yang
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terkumpul serta menghubungkannya dengan teori yang berkaitan
dengan permasalahan, selanjutnya penulis menyimpulkan sebagai

berikut :

pihak-pihak dengan musyawarah mufakat, baik mengenai
keterlambatan maupun hambatan yang terjadi yang masi dapat
di beri konpensasi dengan penambahan waktu dapat dituangkan
kedalam bentuk addendum yang ditandatangani bersama oleh

kedua pihak yang mempunyai kekuatan yang sama dengan

sebuah kontrak.
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2.

B. Saran

Dalam sebuah kontrak lazimnya terdapat dua bentuk hambatan
yaitu hambatan oleh kelalaian manusia dan hambatan akibat
oleh pristiwa diluar kekuasaan manusia (force major). Dalam
pelaksanaan peborongan _pembangunan.. kontruksi dapat
menyebabkan keterlambatan, biasanya keterlambatan dapat
menyebabkam bertambahnya wakiu pelaksanaan. Pada proses

pembanguna proyek perumahan ngaso mandiri residen

. Akibat wanprestasi yang di lakukan para pihak baik pemborong,

dan bouwheer sebagai kreditur memiliki hak untuk mengajukan
tuntutan agar hak mereka tercapai, supaya dapat diputuskan
apakah akan ada.ganti rugi, atau. pembiayaan lanjutan karena
pihak ketiga. Sama halnya dengan kreditur apabila melakukan
wanprestasi dengan terlambat bahkan tidak membayar
kewajibannya akibat dari itu pihak kontraktor dapat
menghentikan pekerjaannya ataupun tetap namun dibarengi
dengan penagihan oleh Kkontraktor. Dalam prakternya
penyelesaian masalah dapat di selesaikan dengan musyawarah

dan gugatan ke pengadilan.

Mengingat cara memborongan pekerjaan pada PT. Cahaya
Meranti  Internasional terhadapat kontraktor adalahan
penunjukan langsung maka harus ada pertimbangan dari antar

pihak untuk menjamin kelangsungan masing-masing pihak.
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2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak dalam
pelaksanaan pemborongan baik pemberi tugas, perencana,

pengawas, dan kontraktor. Diharapakan dengan adanya

mbangunan dapat

QE“‘ .’6. na, dalam
J an  secara
o

terjadinya

kerjaan tidak

memberikan

AN

besar, begitu

a pelaksanaan

AN
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